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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap negara mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk 

mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Begitu pula dengan tujuan 

negara Republik Indonesia yang meraih kemerdekaan sejak tanggal 17 

Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Alinea keempat Pembukaan 

UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah 

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan salah satu tujuan 

tersebut, yaitu memajukan kesejahteraan umum dalam arti mensejahterakan 

kehidupan rakyat adalah dengan bantuan dari salah satu pilar pembangunan 

ekonomi, yakni perusahaan. Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang 

didirikan oleh pemilik untuk mendapat keuntungan. Perusahaan memberi 

kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akan 

mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunnya angka kemiskinan. 

Perusahaan berbentuk perusahaan terbatas sangat banyak kita jumpai 

dalam praktek, bahkan berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, 
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terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model 

berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa 

jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk 

bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.
1
  

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2
  

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum, menjadi pemegang hak dan 

kewajiban dari suatu benda atau kekayaan, yang mana kekayaan itu berasal 

dari harta orang perorangan yang dianggap layak untuk dipertahankan.
3
   

Perseroan Terbatas sebagai suatu artificial person tidak mungkin 

memiliki kehendak, oleh karena itu juga tidak dapat melakukan tindakannya 

sendiri, sehingga untuk menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan, 

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diwakili oleh organ-organ 

perseroan yaitu: Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Direksi perseroan merupakan satu-satunya organ dalam 

perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan dalam 

pengurusan tersebut direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
4
  

                                                             
1
 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 

hal. 1 
2
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

3
 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan 

Terbatas (PT), (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 2 
4
 Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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Perseroan melalui bantuan direksi, dapat menjalankan kegiatan 

usahanya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perseroan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, dapat menggugat dan digugat atas namanya 

sendiri dihadapan pengadilan.
5
 Salah satu perkara yang seringkali melibatkan 

Perseroan adalah perkara kepailitan, seperti pada kasus yang akan dijelaskan 

dibawah ini. 

Pada kasus Kepailitan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 612 

K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Juncto Putusan Pengadilan Niaga No. 

03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby., yang menjadi para pihak adalah Moh. Imron 

Rosyadi, selaku Pemohon Pailit dan PT. Total Design Interior Indonesia, 

sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan perdagangan 

diantaranya industri panel kayu, furniture, dan pedagang impor, yang 

selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit. Pemohon Pailit dalam kasus ini, 

mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit 

berdasarkan surat utang yang dibuat di Pasuruan pada tanggal 30 Juli 2013, 

dimana menurut surat utang tersebut, Termohon Pailit memiliki utang yang 

harus dibayarkan kepada Pemohon Pailit dengan nilai sebesar Rp 

525.960.800,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh 

ribu delapan ratus rupiah) sehingga dari adanya utang dimaksud, Pemohon 

Pailit melalui kuasa hukumnya telah berusaha untuk menagih atau 

melayangkan perintah untuk membayar melalui somasi Nomor: 

9/Som/Djojo/IV/2015, tertanggal 9 April 2015, melalui jasa pos tercatat, 

                                                             
5
 Puspaningrum, “Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Kepailitan”, Wacana 

Hukum, Vol. IX, 2 Oktober 2011, hal. 1 
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dimana surat somasi tersebut dengan jelas dimaksudkan untuk 

memerintahkan Termohon Pailit membayar utangnya dengan batas waktu dan 

jatuh tempo pada tanggal 13 April 2015, akan tetapi hingga batas waktu yang 

ditentukan telah jatuh tempo, Termohon Pailit tetap tidak melaksanakan 

kewajiban untuk memenuhi pembayaran utang kepada Pemohon Pailit dan 

somasi tersebut tidak dihiraukan oleh Pemohon Pailit. Disamping itu, selain 

memiliki utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai 

utang kepada Kreditur lainnya yakni PT. True Love Young Building Products 

Indonesia dengan nilai sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, akhirnya pada 

tanggal 14 April 2015 Pemohon Pailit pun memutuskan untuk mengajukan 

permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit ke Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh 

Pemohon Pailit dengan pertimbangan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang telah terpenuhi.  

Termohon Pailit yang tidak terima dengan hasil pertimbangan hakim 

tersebut, kemudian mengajukan kasasi disertai dengan keberatan-keberatan 

yang tertuang dalam memori kasasi, yakni mengenai bukti Termohon 

Pailit/Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan Judex Facti karena 

dianggap hanya bersifat legalitas perusahaan Termohon Pailit/Pemohon 

Kasasi sehingga tidak dapat meneguhkan dalil sangkalan Termohon 
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Pailit/Pemohon Kasasi yang bersifat membantah adanya utang yang telah 

didalilkan oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi. Nyatanya, dari bukti yang 

diajukan oleh Termohon Pailit/Pemohon Kasasi sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya yaitu Akte No. 2 tentang pernyataan keputusan rapat 

PT. Total Design Interior Indonesia pada tanggal 4 Juni 2013, tertuang bahwa 

yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah Kim Yoon Soo dan Kim 

Young Seok sebagai Komisaris, maka dari itu seharusnya Kim Young Seok 

tidak memenuhi kualifikasi untuk menandatangani surat utang yang 

dimaksud, karena beliau bukan berasal dari jajaran anggota direksi, kecuali 

dapat dibuktikan bahwa Kim Young Seok selaku Komisaris tersebut telah 

mendapatkan kuasa dari pihak direksi yang berwenang melakukan tindakan 

hukum untuk dan atas nama Termohon Pailit/Pemohon Kasasi.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa surat 

utang yang telah didalilkan Pemohon Pailit tersebut tidak dapat dijadikan 

bukti dalam pengajuan permohonan pailit dalam perkara a quo karena 

terhadap bukti yang diajukan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut 

mengenai keabsahan dari bukti tersebut dan memiliki kemungkinan untuk 

dapat dibatalkan. Hal ini membuktikan bahwa Judex Facti telah keliru dalam 

menerapkan hukum, maka dari itu berdasarkan putusan No. 612 K/Pdt.Sus-

Pailit/2015, Hakim Mahkamah Agung menetapkan untuk mengabulkan 

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit, yaitu PT. Total 

Design Interior Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Surabaya No. 03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby, dengan 
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pertimbangan bahwa Pemohon Pailit/Termohon Kasasi tidak memiliki bukti 

sah untuk melumpuhkan bantahan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi yang 

menolak untuk mengakui bahwa pihak yang tanda tangan dalam surat utang 

yang didalilkan oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi adalah pihak yang 

berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Termohon 

Pailit/Pemohon Kasasi, sehingga keberadaan utang Termohon Pailit/Pemohon 

Kasasi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam gugatan perdata. 

Berdasarkan uraian kasus diatas, penulis merasa bahwa perlu untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Melihat latar belakang 

permasalahan tersebut, maka penulis memilih untuk menulis suatu penelitian 

dengan judul “Akibat Hukum dalam Hal Terjadi Kekeliruan Jabatan 

terhadap Keabsahan Surat Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah 

Agung No. 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Juncto Putusan Pengadilan Niaga 

No.03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby.)”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana akibat hukum dalam hal terjadi kekeliruan mengenai jabatan 

orang yang menandatangani surat utang yang mewakili suatu Perseoran 

Terbatas terhadap keabsahan surat utang tersebut? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

pernyataan pailit pada Putusan Mahkamah Agung No. 612 K/Pdt.Sus-
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Pailit/2016 Juncto Putusan Pengadilan Niaga No. 

03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby.?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana akibat hukum dalam hal terjadi kekeliruan 

mengenai jabatan orang yang menandatangani surat utang yang 

mewakili suatu Perseoran Terbatas terhadap keabsahan surat utang 

tersebut. 

2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

permohonan pernyataan pailit pada Putusan Mahkamah Agung No. 

612 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Juncto Putusan Pengadilan Niaga No. 

03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang 

hukum kepailitan dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya 

serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Untuk penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan yang bersifat akademik sebagai bahan 

pertimbangan untuk menyelesaikan perkara-perkara 
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selanjutnya dan dapat menjalankan fungsi penegakan hukum 

dengan benar dan progresif sehingga dapat mencapai 

keadilan yang substantif. 

2. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran dan meningkatkan 

kesadaran warga negara atau masyarakat akan hak 

konstitusional dan hak keperdataan yang dimilikinya dalam 

suatu negara hukum yang demokratis. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan 

bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan 

dengan kepailitan di Indonesia. 

4. Untuk pelaku usaha diharapkan dapat dijadikan bahan acuan 

dalam bertindak untuk melaksanakan kegiatan usahanya 

sehingga tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan dibahas dan disusun menjadi beberapa bab, dimana 

masing-masing bab mempunyai kaitan satu sama lain yang disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang berupa pengertian kepailitan dan 

dasar hukumnya, syarat pengajuan permohonan kepailitan, prosedur 

pengajuan permohonan pailit, pengertian utang menurut Undang-Undang 

Kepailitan, pengertian utang menurut para ahli hukum, bentuk-bentuk utang, 

utang yang telah jatuh tempo, pengertian perseroan terbatas, organ perseroan 

terbatas dan kewenangannya, dan akibat hukum dalam hal organ perseroran 

terbatas bertindak diluar kewenangannya (ultra vires). 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh serta 

pembahasan mengenai akibat hukum dalam hal terjadi kekeliruan mengenai 

jabatan orang yang menandatangani surat utang yang mewakili suatu 

Perseoran Terbatas terhadap keabsahan surat utang tersebut dan pembahasan 

mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan 

pada Putusan Mahkamah Agung No. 612 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Juncto 

Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby.  

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

  




